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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, 
taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul “Hukum Administrasi 
Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial” ini dapat diselesaikan dan hadir di 
hadapan pembaca. 

Lahirnya buku ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara 
memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam konsep negara 
kesejahteraan (welfare state), negara tidak sekadar berfungsi sebagai 
penjaga keamanan, melainkan berperan aktif dalam penyelenggaraan 
pelayanan sosial. Peran aktif tersebut memerlukan koridor hukum 
administrasi yang kuat agar setiap kebijakan, tindakan pemerintah, 
serta alokasi sumber daya dapat berjalan secara efektif, transparan, 
dan akuntabel. 

Buku ini disusun secara sistematis untuk membedah kompleksitas 
hubungan antara hukum administrasi dengan praktik pelayanan sosial. 
Dimulai dengan pemahaman konsep dasar dan sejarah perkembangan 
hukum administrasi kesejahteraan, pembaca akan diajak menelusuri 
landasan yuridis kebijakan sosial di Indonesia, struktur kelembagaan, 
hingga hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan. Lebih 
jauh, buku ini juga menyoroti isu-isu krusial seperti peran pemerintah 
daerah, tantangan privatisasi dan liberalisasi, perlindungan bagi 
kelompok rentan, hingga aspek pengawasan anggaran guna mencegah 
praktik korupsi dalam sektor sosial. 

Penyajian materi dalam buku ini juga mencakup dimensi reformasi 
pelayanan sosial, regulasi internasional, serta mekanisme penyelesaian 
sengketa yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. Dengan cakupan yang luas tersebut, buku ini diharapkan dapat 
menjadi rujukan komprehensif bagi mahasiswa hukum, praktisi 
administrasi publik, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum 
yang menaruh perhatian pada isu-isu kesejahteraan sosial. 

KATA PENGANTAR 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. 
Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. 
Akhir kata, besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan 
kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum administrasi negara 
dan menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi kemajuan 
kesejahteraan sosial di Indonesia. 
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BAB I 
PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI 

KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN SOSIAL 
 

Dr. Rizki Mustika Suhartono, S.I.P., S.H., M.H. 
Universitas Muhammadiyah Buton 

 

A. PENDAHULUAN 
Bab ini membahas secara komprehensif Hukum Administrasi 

Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial sebagai bagian dari Hukum 
Administrasi Negara yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan 
dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Pembahasan meliputi 
pengertian, sejarah perkembangan, ruang lingkup, serta konsep dasar 
yang menjadi landasan teoritis dan normatif penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan dalam negara kesejahteraan. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN  

SOSIAL DI INDONESIA 
 

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H. 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

 

A. PENDAHULUAN 
Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan fundamental 

penyelenggaraan negara modern. Dalam perkembangan teori 
ketatanegaraan, peran negara mengalami perubahan yang cukup 
signifikan, yaitu dari konsep night-watchman state yang menempatkan 
negara hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, menuju 
konsep welfare state yang menempatkan negara sebagai 
penyelenggara pelayanan publik sekaligus penanggung jawab utama 
dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Pergeseran paradigma 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
STRUKTUR ADMINISTRASI DAN 

KELEMBAGAAN PELAYANAN SOSIAL 
 

Ana Filomena Lopes, M.A.P. 
Departamento da Ciencia Administracao Publica, Faculdade de Ciências 

Sociais e Políticas, Universidade Nacional Timor-Lorosa’e (UNTL) 

 

A. PENDAHULUAN 
Pelayanan sosial merupakan salah satu instrumen penting yang 

digunakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan. Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), 
pelayanan sosial tidak hanya dipahami sebagai bentuk intervensi 
pemerintah untuk mengatasi kemiskinan atau kerentanan sosial yang 
sudah terjadi, tetapi juga sebagai strategi preventif dan promotif untuk 
memperkuat kapasitas individu serta komunitas. Melalui pendekatan 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 
HAK WARGA NEGARA  

ATAS PELAYANAN SOSIAL 
 

Syahrabudin Husein Enala, S.Sos., M.A.P. 
Universitas Musamus Merauke 

 

A. PENDAHULUAN 
Pelayanan sosial merupakan salah satu manifestasi paling nyata 

dari kehadiran negara dalam kehidupan warga negara. Dalam negara 
hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (welfare state), 
pelayanan sosial tidak lagi dipandang sebagai bentuk belas kasihan 
(charity), melainkan sebagai hak konstitusional warga negara yang 
wajib dipenuhi oleh negara melalui instrumen hukum dan administrasi 
pemerintahan. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
SISTEM DAN MODEL PELAYANAN SOSIAL 

 
Sisca Nopralia, S.Pd., M.Si. 

Universitas Sjakhyakirti 
 

A. PENDAHULUAN 
Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial, 

sehingga tidak dapat dipungkiri dalam kegiatan bermasyarakat dan 
bersosial akan ada kelompok individu atau komunitas yang 
menghadapi berbagai masalah sosial. Misalnya masalah kemiskinan, 
ketidakberdayaan, cacat fisik dan mental, konflik keluarga, hingga 
masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian dan dukungan 
khusus. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dibutuhkan hadir dengan 
kerangka kerja yang terstruktur berupa sistem pelayanan sosial yang 
dilengkapi dengan model pelayanan yang sesuai dengan karakteristik 
dan kebutuhan masyarakat. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VI 
KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL 

 
Prof. Dr. Jantje Tjiptabudy, S.H., M.Hum. 

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEBIJAKAN JAMINAN 
SOSIAL 
Dasar hukum dari kebijakan jaminan sosial dapat ditemukan dalam 

aturan sebagai berikut: 
a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28H ayat (3) yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak 
atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Dan Pasal 34 Ayat 
(2) mengatur bahwa, “Negara mengembangkan sistem jaminan 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VII 
PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PELAYANAN SOSIAL 

 
Dr. Reny Heronia Nendissa, S.H., M.H. 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura – Ambon 
 

A. PENGANTAR 
Pelayanan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan yang 

berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia dan 
kesejahteraan Masyarakat. Kewajiban konstitusional Indonesia sebagai 
Negara hukum untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan 
kesejahteraan umum.  

Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “…… 
untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VIII 
PRIVATISASI DAN  

LIBERALISASI PELAYANAN SOSIAL 
 

Dhiya Ulhaq Wahyudi, S.H.1, 
Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M.2 

Mahasiswa Magister Hukum UNS1, 
Dosen Prodi S2 Manajemen FEB UNNES2  

 

A. PENDAHULUAN 
Secara yuridis, pelayanan sosial di Indonesia merupakan bagian 

integral dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi 
tanggung jawab negara. Definisi pelayanan sosial paling otoritatif dapat 
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IX 
PELAYANAN SOSIAL  

UNTUK KELOMPOK RENTAN 
 

Rovsky Asyer Wattimena, S.H., M.H. 
Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 
Pelayanan sosial merupakan salah satu instrumen utama negara 

kesejahteraan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga 
negara, khususnya bagi kelompok rentan. Dalam konteks negara 
hukum modern, pelayanan sosial tidak dapat dipahami semata sebagai 
program kebijakan yang bersifat karitatif, melainkan sebagai kewajiban 
hukum negara yang melekat pada fungsi pemerintahan. Oleh karena 
itu, penyelenggaraan pelayanan sosial harus dianalisis tidak hanya dari 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB X 
KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN 

ANGGARAN SOSIAL 
 

Dr. Drs. Nur Jalal, M.Si. 
Universitas Musamus Merauke 

 

A. PENDAHULUAN  
Anggaran sosial merupakan instrumen strategis negara dalam 

mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, khususnya dalam frasa “memajukan kesejahteraan umum” dan 
“mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Melalui 
anggaran sosial, negara mengalokasikan sumber daya publik untuk 
pembiayaan pelayanan sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial, serta 
berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB XI 
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN SOSIAL 

 
Dr. Suherdiman, S.H., M.H., M.Kn. 

Universitas Djuanda Bogor 
 

A. PENDAHULUAN 
Kebijakan merupakan instrumen yang dihasilkan oleh pemerintah 

melalui lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur kegiatan 
institusi negara dalam mengurusi urusan masyarakat. Kebijakan 
biasanya dibuat oleh kementerian atau lembaga lain sesuai dengan 
bidangnya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam waktu 
tertentu. kebijakan adalah hasil interpretasi terhadap peraturan 
perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk 
yang lebih teknis. Kebijakan juga sering dibuat untuk menghadapi 
kondisi tertentu seperti bencana alam, prosedur pelayanan pada setiap 
institusi, termasuk dalam kebijakan adalah Standar Operasional 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB XII 
REFORMASI PELAYANAN SOSIAL 

 
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
 

A. PENDAHULUAN 
Transformasi pelayanan publik merupakan fenomena yang sangat 

kompleks dan multidimensional, yang didorong oleh pergeseran 
paradigma administrasi publik dari model administrasi negara klasik 
menuju paradigma yang lebih inovatif dan responsif, seperti New Public 
Management dan New Public Service. Paradigma ini tidak hanya 
berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian layanan, 
tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses 
pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hardiyansyah 
(2011) yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 
administrasi publik merupakan salah satu kunci untuk mencapai 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB XIII 
REGULASI INTERNASIONAL  

PELAYANAN SOSIAL 
 

Jose da Costa Magno, M.RI. 
Universidade Nacional Timor-Lorosa'e (UNTL), Faculdade de Ciências 
Sociais e Políticas (FCSP), Departamento de Relacoes Internacionais, 

Timor-Leste 

 

A. PENDAHULUAN 
Pelayanan sosial merupakan salah satu pilar penting dalam 

membangun negara kesejahteraan (welfare state). Dalam masyarakat 
modern, pelayanan sosial tidak lagi dilihat sebagai sekadar kegiatan 
amal atau tambahan kebijakan pemerintah, melainkan sebagai 
kewajiban hukum dan moral negara untuk memastikan kebutuhan 
dasar setiap warga terpenuhi (Midgley, 2014, hlm. 23). Seiring dengan 
meningkatnya keterhubungan antarnegara, lingkup pelayanan sosial 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB XIV 
JENIS SENGKETA DAN  

MEKANISME PENYELESAIAN  
SENGKETA PELAYANAN SOSIAL 

 
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
 

A. PENDAHULUAN SENGKETA DALAM PELAYANAN SOSIAL  
Keberadaan pelayanan sosial sangat krusial dalam menjamin 

kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar warga negara sesuai dengan 
amanat konstitusi. Dalam konteks ini, pelayanan sosial berfungsi 
sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan 
mengurangi ketimpangan di masyarakat. Namun, dinamika interaksi 
antara pemerintah sebagai penyelenggara, lembaga penyalur, dan 
masyarakat penerima sering kali memicu gesekan kepentingan yang 
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